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Kepada Yth : 

Tim Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta 
Nomor Urut 1 Drs. Heroe Poerwadi, M.A dan Sri Widya Supena, A.Md 
 
di- 

Tempat 

A. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil 

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 

Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati 

Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan 

Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye 

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota 

Dan Wakil Walikota; dan 
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6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 198 Tentang 

Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Pemilihan Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2024; dan 

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman 

Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati 

Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. 

B. Imbauan 

Dalam rangka upaya pencegahan potensi pelanggaran dalam tahapan Kampanye 

pada penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2024, 

Bawaslu Kota Yogyakarta mengimbau kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Nomor urut 1 dalam melaksanakan kegiatan Kampanye 

Akbar Kemenangan Satu Jogja Hepi Semua Menang! untuk memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut:  

1. Pasal 41 ayat (1) dan (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan bahwa: (1) Rapat 

umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dimulai pukul 09.00 

waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan 

menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia; (3) Pelaksanaan rapat umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya tampung tempat 

pelaksanaan. 

2. Pasal 42 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan bahwa: Petugas 

penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara 

Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan 

disampaikan kepada: a. KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur 

dan wakil gubernur; dan b. KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota 

untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota; 

3. Berdasarkan huruf E Kegiatan Lain angka (1) Rapat Umum huruf (i) dan (j) Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis 

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil 

Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa: (i) Petugas 

penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di 

lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-

undangan terkait; (j) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, 

Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan 

Kampanye pada rapat umum maka harus dalam bentuk bentuk kegiatan perlombaan. 

4. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 
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Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada: 

a. Pasal 69 menyebutkan bahwa dalam Kampanye dilarang: 

a) mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, 

Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik; 

c) melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu 

domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; 

d) menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan 

penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok 

masyarakat dan/atau Partai Politik; 

e) mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; 

f) mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk 

mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah; 

g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye; 

h) menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah; 

i) menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; 

j) melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau 

dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau 

k) melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan 

oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 

b. Pasal 70 menyebutkan bahwa: 

(1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: 

a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; 

b. Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Dan Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan 

c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan 

lain/perangkat Kelurahan. 

(2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil 

Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam 
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kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

c. Pasal 71 menyebutkan bahwa: 

(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota 

TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat 

keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah 

satu pasangan calon; 

d. Pasal 72 menyebutkan bahwa: 

Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai 

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Memperhatikan kepatuhan mekanisme dan prosedur terhadap proses Kegiatan  

Tahapan Kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan 

terima kasih. 

 

 

 

  Ketua, 

 

 

 

     Andie Kartala, S.Pd 

 

 
 
Tembusan Yth.  
Ketua Bawaslu D.I Yogyakarta 
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